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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau
29444 0778452012
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Surat Keter pingaa Ppreldblan fn @EnataBiokdd Fanaerdi and sy eatihdiara
Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

atau

Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau

Bangunan

No. SK

Per syar atan

1.
2.

Surat permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan;

Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Wajib Pajak dalam hal penyampaian

permohonan dilakukan oleh Kuasa Wajib Pajak

. Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memenuhi

syarat tidak wajib memiliki NPWP

Tambahan persyaratan bagi pengalihan yang dilakukan kepada Special Purpose Company/Kontrak
Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu (SPC/KIK): a. fotokopi pemberitahuan
efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah
dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); b. keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang
mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC/KIK; dan c. surat pernyataan bermeterai bahwa Wajib

Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada SPC/KIK.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Jika tidak mengakses laman DJP, orang pribadi atau badan harus menyampaikan permohonan

penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan secara langsung ke Kantor

Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan;

Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan, permohonan ditandatangani oleh
pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan yang

berkaitan dengan perpajakan;

Dalam hal orang pribadi atau badan yang mengalihkan tidak diketahui keberadaannya: a. surat
permohonan dapat ditandatangani pihak lain (pejabat lelang, pembeli, atau ahli waris) yang melakukan
penyetoran atas nama orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak; b. daftar isian
mengenai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan diisi dengan identitas orang pribadi atau

badan yang mengalihkan hak.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 09:59. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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3 Hari kerja

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan penelitian diterima lengkap

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

2. Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:
1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email pajak: www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja

‘ 1. 1. Surat Keterangan penelitian formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan; atau
‘ lainnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 09:59. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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